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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 
perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Bumi Sarana Beton untuk 
meminimalkan beban pajak penghasilan perusahaan. Dalam penelitian ini 
menggunakan tinjauan kepustakaan dan observasi yaitu dengan melakukan 
penelitian di lapangan melalui wawancara langsung dan pengambilan data, 
dokumen-dokumen yang berkaitan dari perusahaan serta menelaah buku-buku, 
dan media internet. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 
deskriptif komparatif yaitu dengan mengolah data-data laporan keuangan 
komersial dan laporan fiskal yang ada, kemudian melakukan perbandingan 
terhadap hasil perhitungan dari perusahaan dan perhitungan pajak menurut 
Undang-Undang PPh 1984. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 
perencanaan pajak oleh perusahaan telah sesuai dengan undang-undang 
perpajakan yang berlaku dan dengan diterapkannya perencanaan pajak maka 
terjadi penghematan beban pajak penghasilan sebesar Rp 133.456.401. 
 
Kata Kunci :  Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Beban Pajak             
Terutang, Penghematan Pajak 
 
 
This study was aimed to determine how the implementation of tax planning 
conducted by PT Bumi Sarana Beton to minimize the burden of corporate income 
tax. In this study uses the library research and observation were by doing a 
research in the field through a interviewing and data taking, documents which 
related from the company and also examining books and internet media. The 
obtained data is analyzed by using comparative descriptive analysis which is 
processing the data of financial statements and fiscal reports, and then do a 
comparison of the calculation results of the company and the results of 
calculation of the tax according to the Income Tax Act 1984. The results showed 
that implementation of tax planning by the company in compliance with the tax 
laws that applicable and with the implementation of tax planning then occured 
saving income tax expense of Rp 131.356.401. 
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1.1 Latar Belakang 
Pajak salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup 
besar terhadap penerimaan negara tetapi kenyataannya masih banyak potensi 
pajak dapat direalisasikan menjadi penerimaan negara. Oleh karena itu, 
diperlukan upaya untuk mendesain sistem baru atau memperbaiki sistem yang 
telah ada. Sistem perpajakan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan 
pajak (tax policy), undang-undang pajak (tax law), dan administrasi perpajakan 
(tax administration). Kebijakan pajak berkaitan dengan tujuan jangka pendek dan 
panjang di bidang perpajakan, yang seharusnya ditransformasikan dan 
terproyeksikan dalam undang-undang perpajakan, serta diimplemetasikan 
dengan baik dalam administrasi perpajakan. Bagian tersulit dari perpajakan tidak 
terletak pada sistem pengenaan (assessment system) dan sistem pemungutan 
(collection system), tetapi terletak pada cara yang dapat mengubah pola pikir  
Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perundangan perpajakan yang 
berlaku. Mengubah mereka untuk tidak anti (resistance), menghindar 
(avoidance), menyelundupkan (evasion), dan menggelapkan terhadap pajak. 
Semenjak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya 
undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah 
dari office assessment menjadi self assessment. Dengan sistem yang baru ini, 
Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar, 
dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana 




undang-undang. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang 
dibayarkan oleh Wajib Pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, 
maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi 
pengusaha atau wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang 
semestinya, akan mengakibatkan kerugian.  
Perbedaan kepentingan yang menyebabkan Wajib Pajak cenderung 
untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. Hal 
ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan baik karena 
kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusianya (fiskus). 
Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan 
pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan 
dengan cara memperoleh laba maksimum. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
mencapai tujuan tersebut adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam 
batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor 
pengurang laba. Besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan. 
Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh 
karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau tax planning yang 
tepat agar perusahaan membayar pajak secara efisien.  
Perencanaan pajak adalah tahap awal untuk melakukan analisis secara 
sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk 
mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan pajak sama 
sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha 
untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang 
menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara 
yang legal. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan 




dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Perencanaan pajak 
dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah 
perpajakan (loopholes) yang diperbolehkan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 
1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dalam Undang-
Undang No.36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh) sehingga perencanaan 
pajak tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib 
Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak (tax evasion). 
Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen perpajakan 
secara luas. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat 
dilakukan melalui manajemen pajak. Diperlukannya manajemen pajak 
sebenarnya berangkat dari hal yang sangat mendasar dari sifat manusia 
(manusiawi). “Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar. Kalau bisa 
membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar”. Tujuan utama dari 
manajemen pajak adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan 
benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan 
keuntungan. Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk mengelak dari 
kewajiban perpajakan melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan 
(break the law). Namun demikian, dalam praktik sulit dibedakan antara cara-cara 
yang tidak melanggar dan yang melanggar aturan karena banyaknya peraturan 
perpajakan yang bisa ditafsirkan berbeda. 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul : “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Untuk 






1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat 
dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut. 
1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak  PT. Bumi Sarana Beton untuk 
meminimalkan beban pajak penghasilan badan? 
2. Apakah masih ada opsi fiskal lainnya yang dapat meminimalkan beban 
pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT. Bumi Sarana Beton ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak (tax planning) PT. Bumi 
Sarana Beton untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan. 
2. Untuk mengetahui apakah masih ada opsi fiskal lain yang dapat 
meminimalkan beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh PT. Bumi 
Sarana Beton. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1.4.1 Kegunaan Teoretis 
Sebagai masukan yang baik yang dapat digunakan sebagai 
referensi dalam bidang perpajakan khususnya Tax Planning  PPh 
Badan.  
1.4.2 Kegunaan Praktis 
a. Bagi perusahaan dapat dijadikan pedoman dalam hal 





b. Perusahaan dapat termotivasi untuk menerapkan Tax Planning 
dalam rangka meningkatkan laba perusahaan dengan cara-
cara yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Berikut ini peneliti menyajikan uraian singkat materi yang akan dibahas 
pada masing-masing bab yaitu sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi tentang  teori-teori yang diperlukan dalam menunjang dan 
mendukung penyusunan laporan akhir ini. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran 
peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis 
data. 
BAB IV PEMBAHASAN 
 Bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, visi dan misi 
perusahaan, struktur organisasi, serta pembahasan mengenai hasil penelitian 
yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan. 
BAB V PENUTUP 
 Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian, saran untuk pihak-pihak yang 









2.1  Pengertian Pajak 
Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan 
batasan tentang pajak, di antaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh 
Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam buku Pengantar Ilmu 
Hukum Pajak (1991:2). 
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 
yang menyelenggarakan pemerintahan.” 
 
Selain pengertian di atas, terdapat beberapa definisi atau pengertian 
pajak menurut para ahli sebagai berikut. 
1. Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) mendefinisikan “Pajak adalah 
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.”  
2. Pengertian pajak menurut Seligman dalam buku Essay in Taxation 
yang diterbitkan di Amerika menyatakan: “Tax is compulsary 
contribution from the person, to the government to depray the 
expenses incurred in the common interest of all, without reference to 
special benefit conferred”. Dari definisi di atas terlihat adanya 
kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya 




3. demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan 
manfaatnya kepada masyarakat. 
4. Pengertian pajak menurut Feldman dalam buku De Over 
Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan), pajak adalah prestasi 
yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha 
(menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya 
kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 
pengeluaran-pengeluaran umum. 
5. Pengertian pajak menurut Smeets dalam buku De Economische 
Betekenis belastingen (terjemahan), pajak adalah prestasi kepada 
pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang 
dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat 
ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah. 
6. Pengertian pajak menurut Soemahamidjaja dari disertasinya yang 
berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” menyatakan pajak 
adalah iuran wajib pajak berupa uang atau barang yang dipungut oleh 
pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum. Dari definisi diatas tidak tampak istilah 
“dipaksakan” karena bertitik tolak pada istilah “iuran wajib”. Sisi 
lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada 
mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak. 
Dari beberapa definisi diatas, dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada 




a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 
secara individual oleh Pemerintah. 
c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. 
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 
dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 
membiayai public investment. 
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 
 
2.1.1 Fungsi Pajak 
Mardiasmo (2013:1) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, 
menyebutkan terdapat dua fungsi pajak. 
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: Pajak 
yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor 







2.1.2 Jenis Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013:5) pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 
pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga 
pemungutnya. 
1. Menurut golongannya 
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
lain. Contohnya: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: 
Pajak Pertambahan Nilai. 
2.  Menurut sifatnya 
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 
Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan 
b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contohnya: Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
3.  Menurut lembaga pemungutnya 
a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemeritah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 




Bermotor dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pajak Hotel, 
Pajak Restoran. 
 
2.1.3 Perbedaan Pajak Dan Jenis Pungutan Lainnya 
Waluyo (2010:6) dalam bukunya Perpajakan Indonesia menjelaskan jenis 
pungutan yang dilakukan oleh pemerintah selain pajak beserta perbedaanya 
dengan pajak, sebagai berikut. 
a. Retribusi 
Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain 
dibandingkan dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai 
hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran 
tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi 
dari pemerintah misalnya pembayaran uang kuliah, dan karcis masuk 
terminal. Pungutan retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Dalam Pasal 1 angka 64 Undang-Undang dimaksud 
menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut 
retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan 
retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan 
penagihannya dapat dipaksakan. Akan tetapi, paksaannya bersifat 
ekonomis yang hanya berlaku kepada orang-orang yang 





Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampuradukkan dengan 
retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seeorang yang menikmati 
kontrprestasi dari pemerintah, sedangkan pada sumbangan 
seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk, tetapi 
golongan tertentu dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh 
sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). 
 
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 
Menurut Mardiasmo (2013:7) sistem pemungutan pajak dibagi atas tiga, 
sebagai berikut. 
a. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya. 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
2) Wajib Pajak bersifat pasif. 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
b. Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 






1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
Wajib Pajak sendiri, 
2) wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang, 
3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
c. With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak. 
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang 
ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 
 
2.2  Pajak Penghasilan 
 Pajak Penghasilan sesuai dengan pasal 1 UU PPh adalah pajak yang 
dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau 
diperolehnya dalam tahun pajak. 
 
2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan 
Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan 
yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Undang-undang PPh di 
Indonesia mengatur pengenaan PPh terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. 






1. Subjek Pajak orang pribadi 
Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau 
berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 
2. Subjek Pajak Warisan 
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan 
Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli 
waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak 
Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang 
berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. 
3. Subjek Pajak Badan 
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usah yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 
orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 




menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang 
dapat berupa: 
a. tempat kedudukan manajemen 
b. cabang perusahaan  
c. kantor perwakilan 




h. ruang untuk promosi dan penjualan 
i. pertambangan dan penggalian sumber alam 
j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan 
l. proyek konstuksi, instalasi, atau proyek perakitan 
m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang 
lain, sepenjang dilakukan lebih dari 60  (enam puluh) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 
tidak bebas 
o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan 
dan yang tidak bertempat di Indonesia yang menerima premi 
asuransi atau menanggung risiko di Indonesia 
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik 




Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU PPh, Subjek Pajak dikelompokkan 
sebagai berikut. 
1. Subjek pajak dalam negeri adalah: 
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 
yang berada Indonesia lebih dari 183 (seratus elapan puluh tiga) 
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi 
yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia. 
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 
c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 
yang berhak. 
2. Subjek pajak luar negeri adalah: 
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 
melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 
delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 
dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 
Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan 
dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan 






2.2.2 Objek Pajak Penghasilan 
Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU PPh yang menjadi objek pajak adalah 
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
termasuk 
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 
honorarium, komisi, bonus, grativikasi, uang pensiun, atau imbalan 
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang 
ini. 
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 
3. Laba usaha. 
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 
termasuk: 
a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyerta modal. 
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya. 
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau 




d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah 
dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, 
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau 
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak 
yang bersangkutan. 
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 
tau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 
sisa hasil usaha koperasi. 
8. Royalti atau imbalan atau pengunaan hak. 
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 
jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 




14. Premi asuransi. 
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan 
bebas. 
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak. 
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 
18. Imbalan bunga sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang 
yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
19. Surplus Bank Indonesia. 
Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 
1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan 
bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, 
notaris, aktuaris, akutan, pengacara, dan sebagainya. 
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan. 
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, 
dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak 
digunakan, dan sebagainya. 
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat 
diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan 
diatas, seperti: 
a. Keuntungan karena pembebasan utang. 
b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 
c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 




Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah 
penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 
Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya 
penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. 
 
2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak 
Mardiasmo (2013:163), untuk dapat menghitung PPh terlebih dahulu 
harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan 
Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah 
Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah 
penghasilan bruto. 
Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung 
sebesar penghasilan netto. Penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak 
bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan 
dua cara. 
1. Menggunakan pembukuan 
Untuk Wajib Pajak badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama 
dengan penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan 
biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang PPh. 
2. Menggunakan pencatatan 
Apabila dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak-nya Wajib Pajak 
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, besarnya 
penghasilan netto adalah sama besarnya dengan besarnya Norma 
Penghitungan Penghasilan Netto dikalikan dengan jumlah penerimaan 





2.2.4 Penghasilan Kena Pajak 
Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah 
Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang bersumber dari laporan keuangan Wajib 
Pajak (laporan laba rugi/Profit and loss statement). Penghasilan Kena Pajak 
untuk Wajib Pajak Badan sama dengan penghasilan bruto dikurangi pengurang 
yang diperkenankan dan kompensasi kerugian (sesuai Pasal 6 ayat 2 UU PPh). 
Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan disebut sebagai 
penghasilan netto. Apabila terdapat kerugian tahun sebelumnya yang masih 
dapat dikompensasikan, maka PKP dihitung dari penghasilan netto dikurangi 
dengan kerugian tahun sebelumnya dengan catatan tidak lebih dari 5 (lima) 
tahun. 
 
2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan 
Menurut Resmi (2011:119), tarif pajak merupakan presentase tertentu 
yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di 
Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh. 
Tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh bagi Wajib 
Pajak badan bentuk usaha tetap sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif 
tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010. 
Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan 
terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan 
saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan 
memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima 
persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya. 
Berdasar Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas 




negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima 
puluh persen) dari tarif sebagaimana dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b 
dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 
juta rupiah). 
 
2.2.6 Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final 
Resmi (2011:139), “Pajak Penghasilan bersifat final merupakan pajak 
penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat 
dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun 
pajak”. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final 
terdiri atas. 
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang 
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 
2. Penghasilan berupa hadiah undian. 
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. 
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan 
tanah dan/atau bangunan. 
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan 




2.3  Manajemen Pajak  
Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan 
melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen 
pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui 
secara pasti setelah ada putusan pengadilan. 
Menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2008:6) mendefinisikan ‘’Manajemen 
pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi 
jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh 
laba dan likuiditas yang diharapkan”. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi 
menjadi dua. 
a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 
b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. 
 Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen 
pajak sebagai berikut. 
a. Perencanaan pajak (tax planning) 
b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) 
c. Pengendalian pajak (tax control) 
 
2.3.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning) 
Menurut Suandy (2008:7), “Perencanaan pajak adalah langkah awal 
dalam manajemen pajak”. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian 
terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan 
pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax 
planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Untuk meminimumkan 




memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan 
perpajakan (unlawful).  
Pengertian perencanaan pajak menurut Zain (2006 : 67). 
“Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan 
konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap 
transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana 
pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer 
ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax 
avoidance) dan bukan penyeludupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak 
pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Walaupun kedua cara tersebut 
kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun 
suatu hal yang jelas berbeda disini bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan 
legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-
jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan”. 
 
Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada 
proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada 
dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. 
Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan 
pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu 
sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Ukuran 
yang digunakan dalam mengukur kepatuhan perpajakan Wajib Pajak sebagai 
berikut. 
1) Tax saving, yaitu upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan 
jalan menahan diri untuk tidak membeli produk–produk yang ada pajak 
pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau 
pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi 
kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan 
yang besar. 
2) Tax avoidance, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan 




ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil 
jumlah pajak yang terhutang. 
3) Tax evasion, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak 
terhutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang 
sebenarnya. 
 
2.3.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation) 
Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang 
akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah 
selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun 
material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah 
memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak 
dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya 
menyimpang dari peraturan yang berlaku maka praktik tersebut telah 
menyimpang dari tujuan manajemen pajak. 
Suandy (2008:10) menjelaskan, “Untuk dapat mencapai manajemen 
pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yaitu memahami 
ketentuan peraturan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang 
memenuhi syarat”. 
 
2.3.3 Pengendalian Pajak (Tax Control) 
  Menurut Suandy (2008:11), “Pengendalian pajak bertujuan untuk 
memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang 
telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”. 
Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran 




dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada 
saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar 
lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah 
membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang. 
 
2.4  Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak 
Suandy (2003:14), menjelaskan bahwa seorang manajer dalam membuat 
suatu perencanaan pajak harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat 
lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai 
dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui 
berbagai urutan tahap-tahap berikut. 
1. Menganalisis informasi yang ada (analysis of the existing data base) 
Tahap pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis 
komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan 
menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal 
ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing 
elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak 
yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling 
efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya 
penghasilan suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak 
yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus 
memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal. 
a. Fakta yang relevan 
Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin tinggi, 
seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak 




yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu 
dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar 
perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh 
terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai 
dampak dalam perpajakan. 
b. Faktor pajak 
Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam 
penyusunan perencanaan pajak adalah tidak terlepas dari dua hal 
yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak yaitu menyangkut setiap 
tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara dan sikap 
fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang 
domestik maupun tax treaty. 
c. Faktor non pajak lainnya 
Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam 
penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain. 
1) Masalah badan hukum 
Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat 
sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak 
maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan 
dan pembubaran badan hukum yang bersangkutan. 
2) Masalah mata uang dan nilai tukar 
Dalam ruang lingkup perencanaan pajak yang bersifat 
internasional, masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak 
yang besar terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Nilai 
tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan 




maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada 
posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor 
atau impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing. 
3) Masalah pengawasan devisa 
Sistem pengawasan devisa yang dianut suatu negara menjadi 
bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara 
menganut pembahasan atau larangan untuk mengadakan 
pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun 
adanya larangan untuk menjamin uang atau menarik uang dari 
luar tanpa seizin Bank Sentral atau Menteri Keuangan. Berbagai 
aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi 
pengusaha untuk menanamkan modal atau tidak karena 
perhitungan untung-rugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar 
dalam mengambil keputusan. 
4) Masalah program intensif investasi 
Masalah program insentif yang ditawarkan negara tertentu 
memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi 
atau pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif 
investasi yang merangsang bisa berupa pemberian pinjaman 
dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya 
pemberian bantuan dari pemerintah. 
5) Masalah faktor non pajak lainnya 
Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi 
yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, 
ada atau tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan, iklim 




dalam penyusunan perencanaan pajak terutama berkaitan dengan 
pemilihan lokasi investasi. 
2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak (design of one or 
more possible tax plans) 
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan 
berikut. 
a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. 
Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara 
yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam 
hal ini proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan 
pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling 
menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis 
dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari 
suatu proyek adalah apabila tidak ada rencana pembatasan minimum 
pajak yang diterapkan dan apabila ada rencana pembatasan 
minimum diterapkan, berhasil atau pun gagal. 
b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau 
menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan 
internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan 
memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-
negara yang berbeda. Dalam menguji keunggulannya, yang harus 
diperhatikan ialah keunggulan pengenaan pajaknya. 
c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, 
pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh 
pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun 




negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang 
sudah ada dalam data base. Perencanaan pajak internasional 
sebetulnya merupakan perluasan yang sederhana dari perencanaan 
pajak nasional. 
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (evaluating a tax plan) 
Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil 
dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu 
perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor dan 
pengeluaran selain pajak. Variabel-variabel tersebut dihitung 
berdasarkan: 
a. bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan, 
b. bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan 
baik. 
c. bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal. 
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak 
(debugging the tax plan)  
Hasil perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus 
dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian 
keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai 
dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai 
rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan 
pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat 
adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan 
harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau 




masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan karena 
begaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian 
minimal. 
5. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan) 
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah 
berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik 
undang-undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak 
terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan 
perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun 
aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran 
dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan 
sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan 
memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang 
maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu 
mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada 
saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh 
manfaat yang potensial. 
 
2.5 Strategi Umum Perencanaan Pajak 
Ada lima strategi umum untuk menghemat dan atau meminimalkan beban 
pajak sebagaimana yang dikatakan oleh Suryarini dan Tarmudji (2012:85), yaitu. 
1. Tax Saving  
Tax Saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan 
alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, 
perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp 100 




menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Penghematan pajak atas 
perubahan ini berkisar antara 5%-25% untuk penghasilan karyawan 
sampai dengan Rp 200 juta. 
2. Tax Avoidance 
Tax Avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan 
menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan 
merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih 
mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam 
bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan 
merupakan objek pajak PPh Pasal 21 sehingga terjadi penghematan 
pajak antara 5%-35%. 
3. Menghindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan 
Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat 
menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa: 
1) Sanksi administrasi : denda, bunga, atau kenaikan; 
2) Sanksi pidana : pidana atau kurungan. 
4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak 
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan 
yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. 
Penundaan ini dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. 
Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak 
keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk 
penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur 






5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan 
Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai 
pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak 
dibayar di muka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar 
dan/atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. 
 
2.6   Motivasi Dilakukan Perencanaan Pajak 
Suandy (2008:11) menyatakan motivasi yang mendasari dilakukannya 
perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan. 
a. Kebijakan perpajakan (tax policy) 
Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang 
hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek, terdapat 
faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. 
1) Jenis pajak yang akan dipungut 
2) Subjek pajak 
3) Objek pajak 
4) Tarif pajak 
5) Prosedur pembayaran pajak 
b. Undang-undang perpajakan (tax law) 
Di manapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap 
permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam 
pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti 
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri 
Keuangan, dan Keputusan Direktur Jendral Pajak. Tidak jarang 
ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang 




dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka 
celah (loopholes) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan 
tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. 
c. Administrasi perpajakan (tax administration) 
Indonesia merupakan negara dengan wilayah luas dan jumlah 
penduduk yang banyak. Sebagai negara yang sedang membangun 
masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi 
perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk 
melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari 
sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan 
penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya 
peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih 
belum efektif. 
 
2.7   Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak 
   Menurut Suandy (2008:119) “Strategi mengefisiensikan beban pajak 
(penghematan pajak) harus bersifat legal”. Secara umum, penghematan pajak 
menganut prinsip the least and the latest, yaitu membayar dalam jumlah 
seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-
undang perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dapat 
dijabarkan sebagai berikut. 
1. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari 
berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan 
Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, 
jika diketahui bahwa penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar 




perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal 
yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan 
tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan 
(deductible) dalam menghitung penghasilan kena pajak 
2. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura 
dan kenikmatan (fringe benefit) dapat sebagai salah satu pilihan untuk 
menghindari lapisan tarif maksimum (shif to lower bracket). Karena pada 
dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) 
dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang 
pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan 
pajak bagi pegawai yang menerimanya. 
3. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang 
diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan 
metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi 
perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata 
(average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi di banding 
dengan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga 
pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor 
menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi 
kecil. 
4. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna 
usaha dengan hak opsi (finance lease) di samping pembelian langsung 
karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan 
pembayaran leasing dapat dibiayakan seluruhnya. Dengan demikian, 
aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui 




5. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan 
perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang 
cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat 
(saldo menurun) sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat 
mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika diperkirakan pada awal-
awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul 
kerugian maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang 
memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya biaya penyusutan 
dapat ditunda untuk tahun berikutnya. 
6. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada 
transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh, untuk jenis usaha 
yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, maka efesiensi PPh 
pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal 
mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pembelian 
natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21. 
7. Mengoptimalkan kredit pajak yang di perkenankan, untuk ini Wajib Pajak 
harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang 
dapat dikreditkan. Sebagai contoh, PPh Pasal 22 atas pembelian solar 
dari pertamina bersifat final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan 
yang bergerak di bidang penyaluran ”Migas”, tetapi bila pembeliannya 
dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan maka PPh 
pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Perkreditan ini 
lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya. Keuntungan 
yang dapat diperoleh sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pajak 
yang dikreditkan (dengan asumsi Penghasilan Kena Pajak telah 




8. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara 
melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo. 
Khusus untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan 
menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang 
diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat 
menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan penyerahan barang (Kep. 
Dirjen Pajak No: 53/PJ/1994). 
9. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat 
Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang : 
a. SPT lebih bayar 
b. SPT rugi 
c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT 
d. Terdapat informasi pelanggaran 
e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak. 
10. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan 
dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku. 
 
2.7.1 Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak        
Diperkenankan Sebagai Pengurang 
Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan 
dalam tax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal 
adalah biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan dapat dikurangkan 
darisalah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam 
tax planning adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah 




penghasilan bruto. Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari 
penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan 
otomatis akan mengurangi pajak terutang.  
Dalam tax planning selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang 
harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang 
Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena semakin 
besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum 
pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar.  
Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya 
yang diperkenankan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai 
pengurang. 
 
1. Biaya yang Diperkenankan sebagai Pengurang (UU PPh Pasal 6 
ayat (1))  
Berdasarkan UU PPh pasal 6 ayat (1), besarnya Penghasilan Kena 
Pajak bagi Wajib Pajak dalm Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan 
berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:  
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
kegiatan usaha, antara lain:  
1) Biaya pembelian bahan;  
2) Biaya berkenan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, 
gaji honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan 
dalam bentuk yang;  
3) Bunga, sewa, dan royalty;  




5) Biaya pengolahan limbah;  
6) Premi asuransi;  
7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau 
berdasarkan peraturan menteri keuangan;  
8) Biaya administrasi;dan  
9) Pajak kecuali pajak penghasilan.  
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan ats biaya 
lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;  
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
menteri keuangan;  
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 
digunakandalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan;  
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;  
f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 
Indonesia;  
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;  
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:  
1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi 
komersial;  
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak 
dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;dan  
3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan 
negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang 




4) piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang 
bersangkutan‟ atau telah dipublikasikan dalam penerbitan 
umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa 
utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;  
5) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku 
untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
peraturan menteri keuangan.  
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;  
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan 
pemerintah;  
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 
dengan peraturan pemerintah;  
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dalam 
peraturan pemerintah;dan  
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
 
2. Biaya yang Tidak Diperkenankan sebagai Pengurang (UU PPh 
Pasal 9 ayat (1))  
Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan 
bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU 




a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 
kepada polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;  
b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota;  
c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan beban 
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan 
hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan 
anak piutang;  
2) cadangan untuk asuransi termasuk cadangan bantuan sosial 
yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial;  
3) cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan;  
4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;  
5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; 
dan  
6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat 
pembuangan limbah industry, yang ketentuan dan syarat-
syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri 
keuangan, 
d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib 
Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi 





e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali 
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta 
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 
yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;  
f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa 
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;  
g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;  
h. pajak penghasilan;  
i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;  
j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;  
k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan 
perundang-undangan di bidang perpajakan.  
 
2.8  Pemilihan Metode Akuntansi 
  Waluyo (2010:161) menjelaskan bahwa “Masalah penyusutan merupakan 
masalah yang penting selama masa pemanfaatan aset tetap”. Pengertian 
penyusutan menurut PSAK Nomor 16 adalah alokasi sistematis jumlah yang 
dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaatnya. Besarnya 




langsung maupun tidak langsung. Aset tetap didefiniskan dalam PSAK 16 
sebagai aset berwujud yang: 
a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan 
jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, 
b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 
 Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode 
penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode 
saldo menurun (double declining) atau metode garis lurus (straight line). Metode 
mana yang akan dipakai tergantung Wajib Pajak sepanjang dilaksanakan 
dengan taat asas. Dalam memilih metode penyusutan harus mempertimbangkan 
keadaan perusahaan yang bersangkutan. Jika perusahaan memperkirakan laba 
yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode 
penyusutan saldo menurun sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang 
besar yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Sebaliknya, jika 
diperkirakan awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau laba 
yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode 
penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil. 
1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan 
Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPh 
bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan 
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 
(satu) tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan 
melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan 
selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan 
penerimaan. Dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, 




manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya 
sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam 
penghitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak, 
perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat 
berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi. Mulai tahun 1995 
ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara 
individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku 
sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sama atau sejenis masih 
boleh menggunakan penyusutan secara golongan. Menurut UU PPh 
pasal 11 ayat (3), penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya 
pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, 
penyusutannya dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. 
Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak 
diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut 
digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan 
atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Dalam 
UU PPh pasal 11 ayat (6), untuk menghitung penyusutan masa manfaat 
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2. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 
PSAK 16 mensyaratkan bahwa seluruh aset yang dapat disusutkan 
tunduk kepada akuntansi untuk penyusutan. Aset yang dapat disusutkan 
dapat didefinisikan sebagai aset yang diharapkan untuk digunakan 
selama lebih dari satu periode, memiliki masa manfaat yang terbatas, 
dan dikuasai oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau 
penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau 
untuk tujuan adminstratif. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki 
biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh 
aset dan yang masa manfaat dan/atau pola penggunaannya berbeda 
disusutkan secara terpisah. Dengan demikian, dalam menentukan 
beban penyusutan, tiga faktor yang harus dipertimbangkan adalah 
jumlah yang disusutkan, estimasi umur manfaat, dan metode alokasi. 
a. Jumlah yang dapat disusutkan  
Jumlah yang dapat disusutkan dari aset yang dapat disusutkan 




nilai residu atau nilai sisa’. Nilai residu didefinisikan sebagai jumlah 
neto yang akan diperoleh perusahaan dari pelepasan suatu aset 
jika aset itu telah mencapai akhir umur manfaatnya dan telah 
beroperasi dalam kondisi yang diharapkan dia akhir umur 
manfaatnya. 
b. Estimasi umur manfaat  
Umur manfaat didefinisikan dalam PSAK 16 sebagai suatu periode 
dimana aset diharapkan akan digunakan oleh perusahaan, atau 
sebagai jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan 
diperoleh dari aset tersebut oleh perusahaan. PSAK 16 
menyebutkan bahwa estimasi umur manfaat aset yang dapat 
disusutkan adalah persoalan penilaian yang pada umumnya 
berdasarkan pengalaman perusahaan yang memiliki aset serupa. 
c. Metode alokasi (penyusutan) 
Setelah jumlah yang dapat disusutkan dan umur manfaat suatu aset 
ditentukan, metode alokasi jumlah yang dapat disusutkan 
sepanjang masa manfaat itu pun harus ditentukan. Sesuai dengan 
ketentuan PSAK 16, terdapat dua metode penyusutan utama yaitu 
metode garis lurus dan metode penyusunan dipercepat. Metode 
garis lurus berupaya mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan 
dari suatu aset secar merata sepanjang umur manfaatnya, 
sementara metode penyusutan dipercepat berupaya 
mengalokasikan jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset 
secara lebih proporsional untuk bagian umur manfaat yang lebih 





2.9   Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal 
 Pihak manajemen berkepentingan terhadap Laporan Keuangan yang 
informasinya akan digunakan untuk membuat perencanaan, pengendalian dan 
pengambilan keputusan, sedangkan Pemerintah menggunakan Laporan 
Keuangan untuk kepentingan fiskal (pajak), terutama Laporan Laba/Rugi yang 
berisi informasi untuk menentukan pajak penghasilan yang harus ditanggung 
oleh perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia diatur 
dalam Standar Akuntasi Keuangan, sedangkan perhitungan pajak terutang 
berpedoman pada UU PPh. Oleh karena itu, Laporan Laba/Rugi akan 
menghasilkan dua informasi. 
1. Laba/Rugi Komersial, menghasilkan laba sebelum pajak (pre tax 
financial income), yaitu laba yang diperoleh dari hasil perbandingan 
antara pendapatan dengan beban pada Laporan Keuangan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).  
2. Laba/Rugi Fiskal, menghasilkan informasi laba kena pajak (taxable 
income), yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak 
Penghasilan Terutang.  
 
Berdasarkan Undang-undang Perpajakan menghitung Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak Badan hampir mirip dengan PPh Wajib Pajak Perseorangan. Hanya 
saja dalam menentukan besarnya Pendapatan Kena Pajak, tidak lagi dikurangi 
Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Penghasilan Neto suatu badan usaha dan 
jika tidak ada kompensasi kerugian yang perlu diperhitungkan, maka besarnya 
Pendapatan Kena Pajak akan sama dengan jumlah Penghasilan Neto. Dalam 
istilah pembukuan “biaya” didefinisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran atau 




jasa, sedangkan “beban” adalah akumulasi seluruh biaya yang habis dipakai. 
Konsep beban sebagai bagian yang digunakan untuk menghitung total biaya 
operasional (beban pemasaran dan beban administrasi) akan membentuk 
perhitungan sebagai berikut. 
Tabel 2.2 Perhitungan Laba Sebelum Pajak 
 
Perhitungan penghasilan kena pajak (di dalam akuntansi disebut laba 
sebelum pajak) sesuai UU PPh Pasal 16 ayat (1) adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 2.3 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak 
Pendapatan usaha (ps.4 ayat 1)  
Biaya-biaya:  
    Pasal 6 ayat 1  
    Pasal 6 ayat 2  
    Pasal 9 ayat 1  
    Pasal 7 ayat 1 (PTKP)  
    (untuk Wajib Pajak Pribadi)  
 
 
















Rp. (xxxxx)  
Rp.  xxxxx  
 
Urutan perhitungan laba/rugi diatas, seakan-akan tidak mempedulikan 
mana yang merupakan penghasilan dari kegiatan utama perusahaan dan mana 
yang merupakan biaya-biaya utama dan biaya operasional perusahaan. Dengan 
kata lain perhitungan versi UU PPh tidak membedakan antara penghasilan 
Penjualan  
Harga Pokok Penjualan  
          Laba Kotor  
Beban Pemasaran  
Beban Administrasi  
Total Beban  
          Laba Operasi  
Pendapatan Lain-lain  
Biaya Lain-lain  
 




Rp  xxxxx  
Rp  xxxxx 
 
 
Rp  xxxxx  
Rp  xxxxx 















utama perusahaan dengan penghasilan dari operasional perusahaan dan juga 
tidak membedakan biaya operasional perusahaan. Padahal penentuan laba/rugi 
perusahaan diperoleh dengan cara menggabungkan semua penghasilan terlebih 
dahulu baru kemudian dikurangi dengan gabungan seluruh biaya.  
Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), 
sedangkan pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi rate of return on 
investment. Tetapi dapat disimpulkan bahwa apapun asumsinya, secara 
ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi 
atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. 
 
2.10 Koreksi Fiskal 
 Muljono (2009:59) mendefinisikan “Koreksi fiskal adalah perhitungan 
pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa 
manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara 
fiskal”. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui 
berdasarkan standar akuntansi yang lazim. 
Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak ketika 
menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak 
dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat 
memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan 
atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara 
khusus pada ketentuan perpajakan.  
Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya 
apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak 




dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan 
pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah. 
Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan 
pajak tidak akan sama dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki 
pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah 
menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin. 
Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh 
Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan. 
Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh 
perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelum pajak harus dilakukan koreksi 
fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula 
ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK). Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam 
hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan 
secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka 
pengakuan pendapatan maupun biaya untuk untuk mendapatkan Penghasilan 
Kena Pajak. Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara 
komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui 
dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus. 
Muljono (2009:61), “Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan 
pengakuan secara komersial dan secara fiskal”. Perbedaan tersebut dapat 
berupa: 
a. beda tetap : terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib 
Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi 




dimaksud bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan 
biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian 
merupakan biaya, 
b. beda waktu : terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya 
waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara 
fiskal. 
Dengan adanya koreksi fiskal maka besarnya Penghasilan Kena Pajak 
yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat 
berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi 
yang berupa: 
a. koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 
pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara 
komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau 
yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena 
Pajak. 
b. Koreksi Negatif, adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya 
penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara 
komersial menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau 








3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif komparatif. Tujuan penelitian desktiptif adalah untuk 
menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang ada dari 
perspektif atau sudut pandang perusahaan (Uma Sekarang, 2013:97). Jenis 
penelitian ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antarvariabel untuk 
menarik generalisasi yang menyebabkan suatu kenyataan sosial.  
Metode deskriptif komparatif adalah metode analisis data yang dilakukan 
dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh baik yang 
berupa angka maupun tabel kemudian ditafsirkan dengan baik dengan cara 
melakukan perbandingan terhadap perhitungan pajak perusahaan dengan 
perhitungan pajak sesuai dengan UU PPh 1984 guna mengetahui perhitungan 
yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.  
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Kehadiran peneliti sangat diperlukan karena peneliti adalah instrumen 
penelitian dan sebagai pengumpul data. Instrumen pengumpul data yang lain 
selain peneliti sendiri ialah daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 
informan dalam bentuk wawancara dan alat tulis manual maupun elektronik 
dalam bentuk dokumentasi. 
Dalam penelitian ini, peneliti dianggap sebagai partisipan penuh. 




3.3 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada PT Bumi Sarana Beton yang merupakan 
salah satu anak perusahaan PT Hadji Kalla dimana sasaran utama perusahaan 
ini adalah memproduksi Beton Siap Pakai (Ready Mix). Pengambilan data 
dilakukan di kantor pusat PT. Bumi Sarana Beton yang bertempat di Wisma Kalla 
Lantai 10 di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8 Makassar. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data akan dijelaskan sebagai berikut. 
3.4.1 Jenis Data  
1) Data kualitatif, yaitu data berisi kondisi perusahaan seperti latar 
belakang perusahaan, struktur organisasi, tujuan perusahaan, 
kebijakan dan visi misi perusahaan serta data mengenai paraturan 
perpajakan terbaru.  
2) Data kuantitatif, yaitu berupa daftar atau angka-angka yang dapat 
dihitung yang tercantum dalam laporan keuangan PT Bumi Sarana 
Beton, berupa laporan laba/rugi komersial, SPT Masa PPh pasal 21 
dan SPT Tahunan. 
3.4.2 Sumber Data  
1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan 
wawancara, observasi dan dokumentasi pada perusahaan sebagai 
objek penelitian.  
2) Data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan tentang 






3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data sebagai berikut. 
1) Tinjauan kepustakaan, yaitu bentuk pengambilan data yang 
diperlukan berupa ketentuan perpajakan yang berlaku khususnya 
yang mengatur tentang Peerpajakan dan UU Pajak Penghasilan. 
2) Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung 
terhadap objek yang diteliti agar mendapatkan data yang diperlukan. 
3) Wawancara, yaitu peneliti melakukan kegiatan tanya-jawab dengan 
pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan, dalam 
hal ini yang menyangkut dengan perpajakan. 
4) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan 
catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini. 
 
3.6 Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.  
1) Pengumpulan data yang diperlukan antara lain laporan laba/rugi 
komersial, laporan laba/rugi fiskal, neraca dan kebijakan-kebijakan 
perusahaan.  
2) Melakukan pengolahan data yang diperoleh dari perusahaan dengan 
memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan 
terkait dengan perpajakan dan memeriksa sumber-sumber 
penghasilan perusahaan.  
3) Menentukan besarnya laba kena pajak dengan melakukan 




4) Menentukan besarnya pajak penghasilan apabila perusahaan 
menerapkan tax planning dalam pengelolaan keuangan dengan 
memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak 
diperkenankan sebagai pengurang.  
5) Mengambil kesimpulan dari perbandingan antara data yang 
diperoleh dari perusahaan dengan bahan yang diperoleh dari studi 











Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Beton 
untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan menghasilkan beberapa 
kesimpulan antara lain : 
1. Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Beton 
dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi 
penghematan pajak (tax saving) sebesar Rp 133.456.401. 
2. PT Bumi Sarana Beton telah menempuh semua opsi fiskal yang dapat 
meminimalkan pajaknya sehingga peneliti tidak menemukan opsi fiskal 
yang lain yang dapat menghemat beban pajaknya. 
 
5.2 Saran 
Dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar 
PT Bumi Sarana Beton harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-
peraturan perpajakan atau isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat 
melakukan perencanaan pajak dengan efektif di masa yang akan datang. 
Dengan demikian, dengan adanya perencanaan pajak maka tingkat kepatuhan 
PT Bumi Sarana Beton selaku Wajib Pajak Badan menjadi semakin baik. 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis agar 
lebih cermat memperhatikan opsi-opsi fiskal yang mana yang dapat ditempuh 
oleh objek penelitian dalam penerapan perencanaan pajak yang dapat 




peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengikuti perkembangan peraturan 
perpajakan yang berlaku agar dapat disesuaikan dengan opsi fiskal yang 
ditempuh perusahaan. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar menghasilkan penelitian yang 
lebih baik lagi. Analisis perencanaan pajak ini terbatas pada Laporan Keuangan 
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PT BUMI SARANA BETON 
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 
(Dinyatakan Dalam Rupiah) 
 
PENDAPATAN   
Pendapatan Bersih      161.654.893.359  
Beban Pokok     (136.070.861.847) 
LABA KOTOR        25.584.031.512  
    
BEBAN USAHA   
Pemasaran dan Penjualan          3.089.044.413  
Administrasi dan Umum        13.196.516.610  
TOTAL BEBAN USAHA        16.285.561.023  
    
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN   
Pendapatan Lain-lain 256.100.440 
Beban Lain-lain            (797.838.309) 
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN            (541.737.869) 
LABA SEBELUM (BEBAN)/PENGHASILAN PENDANAAN 
DAN PAJAK PENGHASILAN          8.756.732.620  
    
Penghasilan Keuangan               70.346.899  
Beban Keuangan         (4.756.927.293) 
TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN         (4.686.580.394) 
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN           4.070.152.226  
    
BEBAN PAJAK PENGHASILAN    
Beban Pajak Kini         (1.159.799.762) 
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan            (847.516.869) 
    
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN          2.062.835.595  
Pendapatan Komprehensif Lainnya  -  
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN 
BERJALAN          2.062.835.595  
    
Laba (rugi) Per Saham Dasar                      82.513  








PT BUMI SARANA BETON 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
Tanggal 31 Desember 2013 
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) 
  ASET   
ASET LANCAR   
Kas dan setara kas        790,829,058,261  
Piutang usaha             2,410,000,000  
  Pihak ketiga bersih 
  Pihak berelasi          67,845,715,167  
Persediaan             9,875,963,543  
Pajak dibayar dimuka             7,479,092,957  
Uang muka dan beban dibayar dimuka          20,379,481,238  
Piutang karyawan          10,615,274,116  
Jumlah Aset Lancar        915,151,221,288  
    
ASET TIDAK LANCAR   
Aset tetap (bersih)          18,750,000,000  
   Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 
    31 Desember 2014 sebesar Rp 55.803.808.472.-             9,179,393,039  
Aset pajak tangguhan    2,626,023,138,601  
Piutang lain-lain             1,637,331,312  
   Pihak ketiga – bersih          63,378,455,124  
   Pihak berelasi 
Aset lain-lain 
   Proyek dalam pelaksanaan 
   Aset tidak berwujud 
   Kas yang dibatasi penggunaannya             3,866,049,355  
Jumlah Aset Tidak Lancar 
 
 JUMLAH ASET 3,637,985,588,719  
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LIABILITAS DAN EKUITAS   
   
LIABILITAS JANGKA PENDEK   
Utang bank jangka pendek          88,057,008,451  
Utang usaha          24,077,429,894  
   Pihak ketiga          16,554,395,229  
   Pihak berelasi          17,987,511,816  
Uang muka penjualan        111,235,498,173  
Utang pajak          67,085,805,038  
Beban akrual   
Liabilitas jangka panjang yang tempo 
 kurang dari satu tahun        191,970,000,000  
   Utang bank                 466,738,588  
   Utang sewa pembiayaan             1,495,044,880  
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek        527,711,237,337  
    
LIABILITAS JANGKA PANJANG   
Liabilitas jangka panjang yang jatuh 
 lebih dari satu tahun   
   Utang Bank        346,418,838,285  
   Utang sewa pembiayaan                181,300,000  
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang          20,291,437,747  
Liabilitas jangka panjang lainnya          45,584,744,747  
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang        466,770,515,743  
    
EKUITAS   
Modal saham        603,149,000,000  
    Modal dasar 25.000 saham dengan nilai 
    Nominal Rp 1.000.000 per saham. Ditempatkan 
    Dan disetor penuh sebanyak 25.000 pada 
    31 Desember 2014        308,982,603,896  
Saldo laba (rugi)        199,952,304,000  
Jumlah Ekuitas             1,466,121,492  
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3,637,985,588,719  
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